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ABSTRAK 

 

TEGUH FEBIANTO. NPM.19810601. 2023.IMPLIKASI HUKUM TENTANG 

KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL GURU TERHADAP ANAK DIDIK. Skripsi. Fakultas 

Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan 

Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. 

 

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kejahatan Pelecehan Seksual Guru, Anak Didik 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi piana terhadap seorang guru 

yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik dan untuk mengetahui bentuk 

perlindungan hukum terhadap anak didik korban pelecehan seksual oleh guru. Jenis 

penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif 

berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini 

menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan 

mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Bentuk tanggung 

jawab pidana terhadap guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik seperti 

tertuang dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak, terdapat kalimat : 

“pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliyar rupiah)”, adalah merupakan bentuk 

pidana diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak. Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan 

lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

berbunyi : (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan 

perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya 

yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak 

lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.  
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